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Efektivitas Penerapan Kebijakan Relaksasi Pajak Bumi dan Bangunan P-2 

di Era New Normal pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Bogor 

Oleh: 

 

Julia Rachmandini 

Program Studi D4 Akuntansi Keuangan 

 

 

ABSTRAK 

Kebijakan Relaksasi PBB P-2 dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk 

mempermudah Wajib Pajak di saat era new normal. Badan Pengelolaan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Bogor merupakan salah satu institusi yang menerapkan 

kebijakan relaksasi PBB P-2 di Kabupaten Bogor pada tahun 2020 – 2022. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerapan 

kebijakan relaksasi PBB P-2. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis efektivitas penerapan 

kebijakan PBB P-2 dengan model implementasi George Edward III dan 

perhitungan tingkat efektivitas penerimaan PBB P-2 saat diterapkan kebijakan 

relaksasi PBB P-2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan relaksasi 

PBB P-2 berdasarkan model implementasi George Edward III masih belum efektif 

secara keseluruhan. Namun, berdasarkan perhitungan efektivitas penerimaan PBB 

P-2 di era new normal sudah termasuk kriteria sangat efektif. Kebijakan relaksasi 

PBB P-2 sangat mempengaruhi penerimaan PBB P-2 dengan diberlakukannya 

pengurangan tarif pokok pada tahun berjalan dan penghapusan denda serta diskon 

pokok untuk pembayaran piutang PBB P-2 di tahun-tahun sebelumnya. Dapat 

disimpulkan walaupun dengan diberlakukannya relaksasi pajak, pemerintah 

Kabupaten Bogor tetap berhasil melampaui target penerimaan yang nantinya 

berguna untuk pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Bogor. 
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The Effectiveness of Implementing The Rural And Urban Land And 

Building Tax (PBB-P2) Relaxation Policy in the New Normal Era at the 

Bogor Regency Regional Revenue Management Agency 

By: 

 

Julia Rachmandini 

D4 Financial Accounting Study Program 

 

 

ABSTRACT 

 

The Rural And Urban Land And Building Tax (PBB-P2) Relaxation Policy was 

issued by the local government to facilitate taxpayers in the new normal era. The 

Bogor Regency Regional Revenue Management Agency is one of the institutions 

that implement PBB P-2 relaxation policy in Bogor Regency in the period 2020 – 

2022. This research aims to evaluate the effectiveness of the PBB P-2 relaxation 

policy. This research used qualitative research methods. This research was 

conducted by analyzing the effectiveness of implementing the PBB P-2 relaxation 

policy using the George Edward III model and calculating the level of effectiveness 

of PBB P-2 revenues when the tax relaxation policy was implemented. The results 

is indicate that the relaxation policy based on the George Edward III model is still 

not overall effective. However, based on the calculation of the effectiveness, PBB 

P-2 revenues in the new normal era is very effective. The relaxation policy greatly 

affected tax revenue due to reduction of rate and the elimination of fines and 

discounts of tax receivables in previous years. It can be concluded that despite the 

implementation of tax relaxation, the Bogor Regency government has suprassed the 

revenue target which can be used to fund regional development. 

Keywords: Relaxation Policy, Local Tax, Rural And Urban Land And Building 

Tax, Effectiveness, New Normal. 
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Politeknik Negeri Jakarta 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

Pandemi Covid-19 yang dimulai pada awal tahun 2020 berdampak besar 

bagi tatanan kehidupan manusia di seluruh dunia. Covid-19 merupakan virus yang 

menyerang pernapasan manusia hingga meyebabkan gangguan pernapasan yang 

disebarkan melalui droplet yang tersebar di udara. Untuk mencegah persebaran 

virus Covid-19 maka terdapat pembatasan ruang gerak antar manusia, sehingga 

kegiatan sehari-hari menjadi terganggu. Di Indonesia, terdapat kebijakan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengakibatkan pembatasan dan 

penurunan aktivitas di berbagai sektor dan wilayah sehingga terjadinya penurunan 

perekonomian. Saat kebijakan PSBB diterapkan, masyarakat diharuskan hidup 

dengan tatanan hidup baru yang menyesuaikan keadaan pandemi. Tatanan hidup 

baru atau new normal merupakan suatu perilaku/tindakan yang dilakukan oleh 

masyarakat/institusi untuk menerapkan pola hidup baru yang berbeda dengan 

sebelumnya dalam rangka mengurangi resiko penyebaran Covid-19 (Irawati, 2020). 

Dilansir dari laman resmi Sekretariat Kabinet RI (2020), Presiden Joko Widodo 

dalam pidato resminya tanggal 15 Mei 2020 di Istana Merdeka, menyatakan bahwa 

masyarakat perlu mulai mengadaptasi new normal untuk meningkatkan 

produktivitas dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.  

New normal memberikan peluang untuk memulihkan ekonomi dengan 

diiringi penyusunan  prioritas  yang  transparan  serta  koordinasi  dan  penyelarasan  

kebijakan  yang tepat (Modjo, 2020). Di era new normal tantangan baru muncul 

bagi negara untuk memulihkan ekonomi negaranya dan mengembalikan 

kesejahteraan masyarakat yang terdampak.  Sektor pajak merupakan salah satu sub 

sektor perekonomian yang sangat terdampak akibat pandemi Covid-19. Penerimaan 

pajak memiliki perang penting dalam menopang ketahanan ekonomi nasional, hal 

tersebut sangat dipengaruhi oleh dinamika peran masyarakat sebagai pembayar 

pajak (Ismail, T., 2018). Pemerintah berupaya untuk memberi dukungan kepada 

wajib pajak yang terdampak dalam program pemulihan perekonomian nasional 
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akibat Covid-19. Upaya tersebut tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, 

tetapi juga dilakukan oleh pemerintah daerah untuk masyarakat di daerah-daerah. 

Pemerintah daerah, melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, 

memiliki kewenangan untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi 

secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan. Pelaksanaan otonomi 

daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan 

kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan 

desentralisasi fiskal, Pendapatan Asli daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), 

Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), pinjaman daerah dan lain-

lain penerimaan yang sah merupakan sumber penerimaan yang digunakan untuk 

pendanaan pemerintah daerah. PAD bersumber dari pajak daerah dan digunakan 

untuk membiayai kegiatan pelaksanaan pemerintah daerah. Setiap daerah 

diharapkan mampu mengoptimalkan PAD masing-masing daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melalui pengenaan pajak 

daerah dan retribusi daerah. Berbagai macam jenis pungutan pajak daerah yang 

menjadi sumber pendapatan negara, seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak 

Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan lain-lain.  

 Pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan disempurnakan dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang 

dibayarkan oleh orang pribadi atau badan di suatu daerah kepada pemerintah daerah 

yang bersifat memaksa dan digunakan untuk keperluan daerah tersebut. Retribusi 

daerah merupakan pungutan yang dilakukan kepada masyarakat atas jasa atau 

pemberian izin tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan.  

Ketika kegiatan ekonomi turun, pajak yang dibayarkan masyarakat 

mengalami penurunan, ketika penerimaan pajak menurun, maka pendapatan daerah 

juga mengalami penurunan. Maka dari itu, pemerintah daerah berupaya untuk 

menjaga pendapatan daerah dengan menerapkan sejumlah strategi. Salah satu 

strategi yang dilakukan adalah dengan memberikan kebijakan relaksasi atas 
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beberapa pajak daerah. Hal ini dilakukan untuk menjaga perekonomian masyarakat 

yang terkena dampak pandemi Covid-19 dan juga untuk menjaga PAD daerahnya. 

Dengan adanya peningkatan dalam bentuk, jenis, dan kualitas pelayanan 

pemerintah daerah, diharapkan penerimaan pajak bagi pemerintah daerah juga 

mengalami peningkatan. 

Kebijakan relaksasi pajak daerah merupakan kebijakan publik yang 

diberlakukan oleh pemerintah untuk seluruh masyarakat. Kebijakan pemerintahan 

harus dijalankan dengan asas efektivitas, artinya kebijakan pemerintah harus 

mencapai sasaran yang ditetapkan (Atmosudirdjo dalam Ibrahim & Supriatna, 

2020). Menurut Akib dalam Berlian (2022), ketika kebijakan telah dibuat, 

kebijakan tersebut harus diimplementasikan dan hasilnya sedapat mungkin sesuai 

dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Dalam studi kebijakan publik 

terdapat banyak model implementasi, di antaranya model implementasi kebijakan 

publik, Edward III (1980). Model Edward III (1984:10) dalam Widodo (2021) 

mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan 

atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat variabel atau faktor tadi antara lain 

meliputi variabel atau faktor communication, resources, dispositions, dan 

bureaucratic structure. Empat faktor tersebut saling mempengaruhi dalam melihat 

bagaimana suatu kebijakan dapat dikatakan efektif dalam mencapai tujuan yang 

ditetapkan. Penilaian terhadap efektivitas suatu kebijakan perpajakan tentu perlu 

dilakukan untuk mengetahui seberapa besar suatu kebijakan dapat meningkatkan 

realisasi penerimaan pajak pada daerah tersebut. 

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bogor, yang merupakan bagian 

dari provinsi Jawa Barat yang memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia dan 

wilayah administratif yang sangat luas. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Bogor Nomor 3 Tahun 2003, Kabupaten Bogor memiliki 40 kecamatan, 19 

kelurahan, dan 416 desa. Pada tahun 2022, jumlah penduduk mencapai 5.566.838 

jiwa dengan luas wilayah 2.663,85 km² dan sebaran penduduk 1865 jiwa/km². 

Sebagai pintu gerbang ekonomi dan pariwisata Jawa Barat maka Kabupaten Bogor 

menghasilkan pajak daerah yang sangat besar. Kabupaten Bogor merupakan salah 

satu daerah yang sangat terdampak oleh pandemi Covid-19. Tetapi, pemerintah 

daerah mencari solusi saat era new normal mulai dengan memberikan kebijakan 
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pajak relaksasi. Dilansir dari laman resmi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Bogor (2023), fasilitas ini diberikan kepada Wajib Pajak yang 

terkendala memenuhi kewajiban pajaknya dikarenakan dampak dari pandemi 

Covid-19.  

 Berlandaskan pada fenomena yang telah dijelaskan di atas, peneliti tertarik 

untuk mengkaji bagaimana tingkat efektivitas dan pengaruhnya terhadap pajak 

daerah sehingga pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan untuk 

meningkatkan kemampuan pendapatan daerah untuk membiayai daerahnya di masa 

pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid- 19. Maka dari itu, dilakukan penelitian 

dengan judul “Efektivitas Kebijakan Relaksasi Pajak Bumi dan Bangunan P-2 

di Era New Normal pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Bogor” 

1.2  Rumusan Masalah Penelitian  

 Berdasarkan latar belakang diatas terdapat hal menarik yang dapat dibahas 

yaitu bagaimana penerapan kebijakan relaksasi pajak yang diberlakukan oleh 

pemerintah Kabupaten Bogor di era new normal. Pandemi Covid-19 yang dimulai 

pada tahun 2020 sangat berdampak bagi keadaan ekonomi di Kabupaten Bogor. 

Ketika roda ekonomi terhambat, sedikit juga penghasilan yang didapat mayarakat, 

sehingga masyarakat merasa keberatan untuk membayar pajak. Menurunnya 

kemampuan masyarakat untuk membayar pajak daerah menjadi salah satu faktor 

menurunnya PAD Kabupaten Bogor pada tahun 2020. 

Tabel 1.1 Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bogor Tahun 

2019 - 2020 (miliar rupiah) 

        Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor (2023) 

 Berdasarkan tabel 1.1 realisasi PAD Kabupaten Bogor mengalami 

penurunan yang signifikan di tahun 2020 sebesar 11%. Salah satu faktor 

Deskripsi 

2019 2020 Persentase 

a b c = (
a−b

a
) x 100% 

Pendapatan Asli Daerah 3161,17 2810,16 -11% 

Pajak Daerah 2243,43 1857,41 -17% 
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menurunnya PAD adalah menurunnya realisasi penerimaan pajak daerah yang 

cukup signifikan yaitu sebesar 17%. Untuk menanggulangi dampak ekonomi atas 

pandemi Covid-19 tersebut maka sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri 

Nomor 1 Tahun 2020, perangkat daerah dapat melakukan pemberian relaksasi 

berupa pengurangan atau pembebasan pajak daerah dan perpanjangan waktu untuk 

memenuhi kewajiban pajak. Dengan adanya kebijakan relaksasi pajak di saat new 

normal diharapkan dapat membangkitkan kembali roda ekonomi di Kabupaten 

Bogor sebagai upaya pemulihan ekonomi atas dampak pandemi Covid-19. 

Tabel 1.2 Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bogor  

Tahun 2019 – 2020  

Pajak Daerah 2019 2020 

Pajak Hotel 101.343.325.328 63.149.157.520 

Pajak Restoran 172.760.080.868 124.362.590.156 

Pajak Hiburan 73.242.869.940 31.633.602.318 

Pajak Reklame 21.150.539.047 17.640.140.439 

Pajak Penerangan Jalan 282.798.420.619 272.443.345.205 

Pajak Parkir 11.058.135.573 6.623.826.077 

Pajak Air Tanah 66.619.918.381 62.742.740.431 

Bea Perolahan Hak Atas Tanah Dan 

Bangunan (BPHTB) 

805.441.134.043 632.023.140.926 

Pajak Mineral Bukan Logam Dan 

Batuan 

136.743.777.477 120.725.032.825 

Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) 572.271.543.887 526.068.200.819 

Jumlah 2.243.429.745.163 1.857.411.776.716 
Sumber: Bappenda Kab. Bogor (2023) 

Dalam laporan realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Bogor tahun 

2019 – 2020 (Tabel 1.2), PBB P-2 merupakan salah satu pos pajak daerah 

Kabupaten Bogor yang memiliki penerimaan terbesar kedua setelah BPHTB. Pada 

tahun 2019, Pos PBB P-2 Kabupaten Bogor memiliki kontribusi sebesar 26% dari 

pajak daerah dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 572.271.543.887. Sedangkan, 

pos BPHTB memiliki kontribusi sebesar 36% dari pajak daerah dengan realisasi 

penerimaan sebesar Rp. 805.441.134.043. Pada tahun 2020, terjadi penurunan 

penerimaan pos PBB P-2 sebesar 8% dibandingkan tahun sebelumnya dengan 

realisasi penerimaan sebesar Rp  526.068.200.819. Maka dari itu, salah satu upaya 

untuk mengoptimalisasi penerimaan daerah bersumber dari pajak daerah, 

pemerintah Kabupaten Bogor memberlakukan kebijakan relaksasi PBB P-2. 
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 Kebijakan relaksasi PBB P-2 diberlakukan untuk membantu masyarakat 

dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Kebijakan tersebut memberikan 

pengurangan/diskon tarif pokok pada tahun berjalan dan penghapusan sanksi 

administratif serta pengurangan tarif pokok pada piutang PBB P-2. Sehingga 

dampak relaksasi pajak daerah secara umum dapat menurunkan pendapatan daerah. 

Namun disamping itu, kebijakan relaksasi pajak PBB P-2 meringankan beban 

pelaku usaha dan masyarakat yang terdampak covid-19. 

Dalam melakukan pemulihan ekonomi di masing-masing daerah, 

kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama, sehingga kebijakan yang 

diberlakukan sudah seharusnya bersifat adil dan merata untuk kepentingan 

masyarakat. Ketika kebijakan dibuat, kebijakan tersebut harus dilaksanakan dengan 

efektif dalam memenuhi tujuan dari dibuatnya kebijakan tersebut. Adapun 

kebijakan relaksasi pajak yang diberlakukan juga harus mempertimbangkan 

penerimaan daerah untuk membiayai kebutuhan daerah di kemudian hari. Maka 

dari itu, penelitian ini menyajikan analisis efektivitas penerapan kebijakan relaksasi 

PBB P-2 sehingga pemerintah daerah dapat membuat kebijakan yang dapat 

meningkatkan penerimaan pendapatan daerah untuk membiayai daerah nya sendiri 

di kemudian hari dengan memperhatikan kondisi masyarakat. 

1.3  Pertanyaan Penelitian  

 Melalui rumusan masalah tersebut menghadirkan pertanyaan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan kebijakan relaksasi pajak yang diterapkan di Kabupaten 

Bogor saat era new normal? 

2. Bagaimana efektivitas penerimaan PBB P-2 terhadap pajak daerah di 

Kabupaten Bogor saat era new normal? 

1.4  Tujuan Penelitian  

 Atas latar belakang, rumusan masalah, dan pertanyaan penelitian yang 

telah dijelaskan, sehingga tujuan penelitian ini adalah. 

1. Menjelaskan kebijakan relaksasi pajak yang diterapkan di Kabupaten Bogor 

saat era new normal 

2. Menganalisis efektivitas penerimaan PBB P-2 terhadap pajak daerah 

Kabupaten Bogor saat era new normal 
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1.5  Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat yang diharapkan akan timbul dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Dapat memberikan suatu kontribusi pengetahuan serta wawasan yang baru bagi 

peneliti sendiri maupun kepada pembaca khususnya di bidang akademik 

maupun non akademik, sehingga dapat digunakan dalam penulisan karya ilimah 

yang sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

Dapat memberikan kritik, masukan, dan saran terhadap pemerintah maupun 

instansi terkait dan dapat digunakan sebagai sumber dalam menetapkan 

kebijakan dan menyusun strategi-strategi dalam rangka memaksimalkan 

penerimaan pajak daerah. 

1.6  Sistematika Penulisan Skripsi 

 Sistematika penulisan ini merupakan gambaran mengenai isi dari penulisan 

skripsi secara singkat dan jelas terdiri dari 5 bab yang saling berhubungan. Sistem 

penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah 

penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan skripsi. 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka berisikan mengenai tinjauan pustaka yang menguraikan landasan 

teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran. 

BAB 3 METODE PENELITIAN 

Bab ini terdiri dari uraian bahan atau jenis penelitian, objek penelitian, metode 

pengambilan sampel penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode 

pengumpulan data serta metode analisis data. 

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan bagian penting dari penelitian karena mengemukakan hasil dari 

penelitian serta pembahasannya. 
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BAB 5 PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan serta terdapat saran-saran peneliti terhadap pihak-

pihak yang berkepentingan terkait dengan penyelesaian masalah dan perbaikan 

kondisi berdasarkan hasil kajian penelitian atau saran untuk penelitian selanjutnya
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti jelaskan, 

maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

1. Dalam penerapan kebijakan relaksasi pajak di Badan Pengolaan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Bogor berdasarkan model implementasi George Edward III 

masih terdapat faktor yang mengurangi efektivitas penerapannya. Dari faktor 

komunikasi, masih terdapat hambatan dalam proses penyampaian informasi yang 

menyebabkan beberapa Wajib Pajak belum mengetahui adanya kebijakan relaksasi 

pajak. Sedangkan dari faktor sumber daya manusia masih belum efektif, 

dikarenakan wajib pajak PBB P-2 yang semakin bertambah maka pengolahan data 

membutuhkan waktu yang relatif lama karena terbatasnya staf pelaksana. Adapun 

keahlian dan kompetensi pegawai perlu ditingkatkan kembali dari segi penguasaan 

teknologi informasi dan perkembangan regulasi pajak. Sedangkan dari faktor sikap 

pelaksana atau disposisi, dan struktur birokrasi sudah efektif dan dapat dijadikan 

sebagai faktor keberhasilan pelaksanaan kebijakan relaksasi PBB P-2. 

2. Berdasarkan analisis tingkat efektivitas penerimaan PBB P-2 di Kabupaten 

Bogor selama periode 2020 – 2022 sudah mencapai kriteria sangat efektif. Namun 

persentase efektivitas penerimaan PBB P-2 mengalami penurunan setiap tahunnya. 

Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti target yang selalu meningkat 

tetapi penerimaan pajak tidak bertambah secara signifikan, pendataan ketetapan 

PBB P-2 yang belum mutakhir, dan pengaruh diberlakukannya kebijakan relaksasi 

pajak. Kebijakan relaksasi pajak mempengaruhi penerimaan PBB P-2 dengan 

diberlakukannya pengurangan tarif pokok pada tahun berjalan dan penghapusan 

denda serta diskon pokok untuk pembayaran piutang PBB P-2 di tahun-tahun 

sebelumnya. Dapat disimpulkan walaupun dengan diberlakukannya relaksasi pajak, 

pemerintah Kabupaten Bogor tetap berhasil melampaui target penerimaan yang 

nantinya berguna untuk pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Bogor. Hal 

tersebut juga menandakan adanya respon yang baik dari masyarakat atas 

diterapkannya kebijakan relaksasi pajak PBB P-2 di era new normal.
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5.2 Saran 

 Dari hasil pembahasan serta kesimpulan yang telah disajikan mengenai 

bagaimana penerapan kebijakan relaksasi pajak dan bagaimana efektivitas 

penerimaan PBB P-2 saat era new normal, maka saran yang diberikan adalah 

sebagai berikut: 

1. Pemerintah Kabupaten Bogor, melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 

agar selalu memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mematuhi 

kewajibannya membayar pajak daerah. Namun disamping itu, kebijakan tersebut 

harus dirancang secara strategis dalam memenuhi target penerimaan daerah dan 

dilaksanakan dengan efektif sehingga tidak mengurangi efektivitas penerimaan 

pajak daerah di kemudian hari.  

2. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor perlu meningkatkan 

kembali cara penyampaian informasi agar seluruh masyarakat dapat mengetahui 

kebijakan yang sedang berlangsung. Seperti meningkatkan pemanfaatan media 

sosial secara aktif untuk berinteraksi dengan masyarakat dengan menggunakan 

media sosial youtube, twitter dan instagram serta pemanfaatan aplikasi PBB 

Mobile. Selain itu, sumber daya manusia dalam melaksanakan kebijakan perlu 

ditingkatkan lagi secara kuantitas dan kualitas. Seperti pengangkatan pegawai yang 

dapat memenuhi tuntutan perkembangan regulasi pajak dan teknologi informasi 

sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 
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Lampiran 3: Lembar Bimbingan  
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Lampiran 4: Dokumentasi Foto 
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Lampiran 5: Pertanyaan Wawancara 

1. Mengapa relaksasi pajak diberlakukan pada pos pajak PBB P-2?  

2. Bagaimana tata cara penerimaan pajak PPB P-2? Apakah terdapat perbedaan 

antara sebelum dan saat pandemi?  

3. Siapa yang menginisiasikan kebijakan relaksasi pajak di Kabupaten Bogor?  

4. Apakah terdapat perbedaan dari kebijakan relaksasi pajak setiap tahunnya? 

Apakah terdapat evaluasi dari kebijakan relaksasi pajak dari tahun sebelumnya?  

5. Adakah target atau tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penerapan 

kebijakan? 

6. Bagaimana tanggapan dari masyarakat Kabupaten Bogor dari adanya kebijakan 

ini?  

7. Bagaimana proses komunikasi relaksasi kebijakan relaksasi pajak?  

8. Bagaimana proses komunikasi kepada pelaksana kebijakan?  

9. Bagaimana cara komunikasi/penyampaian informasi yang paling efektif ke 

masyarakat?  

10. Apa dasar peraturan/petunjuk pelaksanaan dari diadakannya relaksasi pajak 

PBB P-2?  

11. Apakah maksud, tujuan dan sasaran dari kebijakan tersampaikan dengan jelas?  

12. Apakah terdapat hambatan dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat?  

13. Apakah terdapat perubahan kebijakan selama proses pelaksanaan kebijakan? 

Apakah komunikasi terus dilakukan Bappenda kepada masyarakat?  

14. Bagaimana sumber daya manusia dalam pelaksanakan kebijakan relaksasi 

pajak?  

15. Apakah terdapat hambatan sumber daya manusia dalam melayani masyarakat 

Kabupaten Bogor  yang besar?  

16. Bagaimana keahlian dan keterampilan (kualitas) yang dimiliki para pelaksana?  

17. Apakah terdapat pelatihan atau pendidikan bagi pelaksana kebijakan sebelum 

melaksanakan kebijakan ini?  

18. Apakah terdapat informasi peraturan dasar/petunjuk pelaksanaan sebelum 

melaksanakan kebijakan dan diketahui oleh seluruh pelaksana kebijakan?  

19. Apakah terdapat informasi kepatuhan para pelaksana kebijakan saat 

menjalankan kebijakan? 
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20. Apakah dalam melaksanakan kebijakan memerlukan anggaran?  

21. Bagaimana wewenang masing-masing dari pelaksana kebijakan relaksasi 

pajak?  

22. Bagaimana sikap pelaksana kebijakan jika menghadapi suatu masalah?  

23. Apa saja fasilitas yang mendukung kebijakan relaksasi pajak?  

a. sarana 

b. prasana 

c. sistem teknologi informasi (media sosial, website, aplikasi) 

24. Apakah terdapat hambatan dari faktor sumber daya dalam melaksanakan 

kebijakan?  

25. Bagaimana pendapat pihak Bappenda sebagai pelaksana terhadap adanya 

kebijakan ini?  

26. Bagaimana komitmen pihak Bappenda sebagai pelaksana dalam mencapai 

tujuan dari kebijakan ini?  

27. Apakah terdapat insentif untuk pelaksana kebijakan ini?  

28. Apakah terdapat sanksi jika tidak melaksankan kebijakan sesuai dengan SOP?  

29. Apakah terdapat hambatan dari faktor karakteristik/disposisi para pelaksana 

kebijakan?  

30. Bagaimana prosedur atau SOP dalam melakukan kebijakan ini?  

31. Bagaimana pembagian tugas dalam pelaksanaan kebijakan ini? 

32. Apakah pembagian tugas sudah efektif dan benar-benar dilaksanakan sesuai 

SOP? 

33. Bagaimana pengaruh kebijakan pajak relaksasi terhadap penerimaan pajak PBB 

P-2 pada era new normal? 

34. Bagaimana rencana atau strategi yang akan dilakukan dari program relaksasi 

pajak ini di kemudian hari? 


